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Abstrak

Surat pemberitahuan Elektronik (E-SPT) merupakan salah satu bagian dari
proses modernisasi administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh
kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban
perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuannya untuk menciptakan
administrasi perpajakan yang tertib dan transparan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui perbedaan kepatuhan wajib pajak dengan diterapkannya program
E-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN. Metode yang digunakan adalah metode
deskriptif yaitu yang membandingkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan
sesudah penerapan program E-SPT. Untuk memperoleh data yang diperlukan,
penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara,
dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan
E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan berjalan
secara efektif, dikarenakan pengguna E-SPT mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Diketahui persentase rata-rata pengguna E-SPT terhitung dari tahun 2015
hingga 2019 sebesar 5,9%. Kemudian, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
dengan menggunakan E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor
Witel Medan tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ketepatan waktu melapor pajak menggunakan E-
SPT terus meningkat setiap tahunnya.

Kata kunci : surat pemberitahuan elektronik (E-SPT), kepatuhan wajib pajak.
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Abstract

Electronic notification letter (E-SPT) is one part of process of
modernization of tax administration, so that taxpayers obtain facilities to meet its
ist obligation, so that the fulfillment of tax obligations can be more easily
implemented and to create an ordery tax administration of program such as the
SPT in PPN period. The method used is descriptive method of comparing the level
of tax compliance before and after the implementation of E-SPT program. To
obtain the necessary data, the authors conduct data collection by interview,
documentation and observation. The results of this study indicate that the
implementation of E-SPT at PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. The Medan Witel
Office is running effectively, because E-SPT users have increased every year. It is
known that the average percentage of E-SPT users from 2015 until 2019 is 5.9%.
Then, the level of Corporate Taxpayer Compliance by using E-SPT at PT. Telkom
Indonesia (Persero) Tbk. The Medan Witel Office from 2015 to 2019 has increased.
The results showed that the timeliness of reporting taxes using E-SPT continues to
increase every year.

Keywords: letter notification elektronik (E-SPT), tax payer compliance.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-
menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik meterial
maupun sipiritual. Untuk dapat menyelesaikan tujuan tersebut perlu banyak
memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk
mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan
pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya yang berasal dari negeri yaitu
berupa pajak.Ini menbutuhkan pesan serta mesyarakat dalam bentuk kesadaran
dan kepedulian untuk membayar pajak.

Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung
pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan
kesadaran dan rasa tanggung jawab. Peran pajak bagi suatu negara menjadi
sangat dominan. Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran
tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan
undang-undang dan aturan pelaksanaanya tanpa jasa timbal balik dari negara.
Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran yang
bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur dan
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam
membayar pajak, masih banyak wajib pajak yang salah penyetoran, misalnya

Lebih Bayar (LB) atau Kurang Bayar (KB) maka wajib pajak yang telah



mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perlu diberikan surat
pemberitahuan atau perlu diberi imbauan.

Syarat mutlak dalam menuju kemandirian bangsa adalah dengan
meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembayaran pajak. Reformasi
birokrasi yang lebih dikenal dengan kata modernisasi yang tidak hanya sebatas
peraturan (kebijakan) perpajakan seperti yang terdahulu, tertuang dalam
Amandemen Undang-Undang Pajak, melainkan secara komprehensif dan simultan
menyentuh instrumen perpajakan lainnya.

Modernisasi perpajakan ditandai dengan adanya tingkat pelayanan. Hal
ini terlihat dengan tersedianya Account Representative (AR) sebagai ujung
tombak pelayanan dan perantaran antara Direktorat Jendral Pajak dengan Wajib
Pajak yang mengemban tugas melayani setiap Wajib Pajak dalam hal
membimbing dan menghimbau Wajib Pajak, memberikan konsultasi teknis
perpajakan, memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak, dan melakukan
pemuktahhiran data serta menyusun profil Wajib Pajak.

E-Registration, E-SPT, e-Felling merupakan salah satu bagian dari proses
modernisasi administrasi perpajakan, akan wajib pajak memperoleh kemudahan
dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat
lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan
yang lebih tertip dan transparan dapat dicapai. Kemudahan untuk memenuhi
kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena
itu, perlu dukungan dari semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-
menurus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar

tercapainya administrasi perpajakan yang modern.



Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua
kewajiban dan melakukan hak perpajakannya selaku wajib pajak, kepatuhan
diawali dengan adanya kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban dalam hal
perpajakan.

Oleh karena itu, penulis melakukan kegiatan penelitian di PT. Telkom
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan dengan judul proposal tugas akhir
yang membahas tentang “Analisis E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada PT. Telkom Indonesia

(Persero) Tbk. Kantor Witel Medan”.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah
Latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah
yang akan dijadikan badan penelitan bagi penulis sebagai berikut:
a. Identifikasi Masalah:
1. Adanya kelalaian wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan E-SPT
Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Wajib pajak badan masih terlambat dalam melaporkan surat pemberitahuan e-
3. SPT masa pajak pertambahan Nilai (PPN) dari waktu ke yang telah
ditentukan oleh pemeintah.
b. Batasan Masalah:
Pada penelitian Ini penulis menyampaikan batasan masalah pada
Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan eSPT
Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Witel Medan.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis

merumuskan masalah yang ada pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk Kantor

Witel Medan sebagai berikut:

a.

Bagaimana Pelaksanaan E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Witel Medan?
Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Adanya Pelaporan
Surat Pemberitahuan E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Witel Medan?
Bagaimana Keterkaitan Pelaksanaan E-SPT terhadap Tingkat Kepatuhan

Wajib Pajak pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Laporan Tugas Akhir

Mengetahui Pelaksanaan E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Witel Medan.

Mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Adanya
Pelaporan Surat Pemberitahuan E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero)
Tbk. Kantor Witel Medan.

Mengetahui Keterkaitan Pelaksanaan E-SPT terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan.

Manfaat Laporan Tugas Akhir

a. Bagi Penulis



Merupakan kesempatan untuk berlatih merupakan teori yang diperoleh di
bangku kuliah yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN), serta
merupakan sebagian pertumbuhan bagi penulis dimasa yang akan datang.

b. Bagi Mahasiswa

Merupakan tahun berikutnya yang akan datang membuat tugas akhir
menjadi referensi dalam pembuatan tugas akhir mahasiswa di tahun-tahun
berikutnya.
c. Bagi Pihak Lain

Sebagai informasi dan masukan kepada masyarakat untuk mengetahui
Surat Pemberitahuan E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.

Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan.



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini. Penulis akan memberikan
beberapa pengertian yang berhubungan dengan judul tugas akhir yang diajukan,
karena tanpa pengertian yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan
tidak sesuai dengan yang diharapkan.

1. Pengertian Pajak

Defenisi Pajak Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1),
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan Jasa Timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum’.

Menurut Smeets, dalam Chairil Anwar Pohan (2014:30), “Pajak adalah
prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang
dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjjukan dalam
hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran
pemerintah”.

Sedangkan menurut Andriani dalam Paojan Mas’ud Sutanto (2014:2),
“pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk



membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara,

untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pajak adalah pengutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan
digunakan untuk kepentingan umum dan bukan kepentigan pribadi dan
pemungutannya dipaksa berdasarkan Undang-Undang.

2. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016), menyatakan bahwa sebagaimana telah diketahui unsur-
unsur yang melekat pada pengertian pajak dari beberapa definisi, terlihat adanya
dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi anggaran (Budgetair), pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana
bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya. Sebagai
contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras.

b. Fungsi Mengatur (cregulerend), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi. Sebagai contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang
mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Pengelompokkan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, adalah sebagai berokut:
a. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:

1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat
dilimpahkan pihak lain, tetapi harus langsung wajib pajak yang

bersangkutan.Contoh:PajakPenghasilan.



2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat
dillimpahlan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya

berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

1) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

. Menurud pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:

1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membayar rumah tangga daerah.
Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sector perkotaan dan

pedesaan.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak merupakan berdasarkan 3 stelsel (Waluyo, 2011: 16), yaitu:

1. Stelsel Nyata (Rill Stelsel)



2. Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah
penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini
adalah pajak yang dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill
diketahui).

3. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang, sebagai contoh ialah penghasilan suatu tahun anggapan sama
dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan
besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini
adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir
tahun. Kelemahannya pajak adalah yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan
dan yang sesungguhnya.

4. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak berdasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan
stelsel anggapan. Pada awal tahun besar pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besar pajak disesuaikan dengan keadaan
yang sebenarnya. Apabila besar paajak menurut kenyataan lebih besar dari pada
pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya.
Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta

kembali.
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5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1. Definisi PPN

Waluyo (2011:9), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan
pajak dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam daerah pabean), baik
konsumsi barang maupu konsumsi jasa. Mardiasmo (2016:269), menyatakan
bahwa apabila dilihat dari sejarahnya. Pajak Pertambahan Nilai merupakan
pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena pajak penjualan
dirasa sudah tidak lagi memadai untuk meningkatkan penerimaan Negara,
mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.
2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ada beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
dikemukakan oleh Sukardji (2014:22) yaitu sebagai berikut:
1) Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul
beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak
ke kas negara berada pada pihak yang berbeda.
2) Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat
timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya
taatbestand. Adapun yang dimaksud dengan taatbestand adalah keadaan, peristiwa
atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan
nama objek pajak.

3)  Multi Stage Tax
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Yang dimaksud dengan Multi Stage Tax adalah karakteristik Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi
maupun jalur distribusi.
4) Dapat dihitung menggunakan Indirect Subraction Method/Credit
Method/Invoice Method:
a. Indirect Subraction Method ( Metode pengurangan Tidak Langsung) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dibayar ke kas negara
merupakan hasil perhitungan mengurangkan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yang dibayar kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) lain yang
dinamakan pajak masukan (input tax) dengan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan
pajak keluaran (output tax).
b. Credit Method (Metode Pengkreditan). Pajak yang dikurangkan dengan
pajak untuk memperoleh juga pajak yang akan dibayar ke kas negara
dinamakan tax credit.
c. Invoice Methode (Metode Faktur). Untuk mendeteksi kebenaran jumlah
pajak masukan dan pajak keluaran yang terlihat dalam mekanisme ini
dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti. Dokumen
penunjang ini dinamakan faktur pajak (tax invoice).S
5) Pajak atas Konsumsi Umum dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam neger, Pajak Pertambahan Nilai
hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena
Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam negeri.

6) Bersifat Netral
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Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor, yaitu:
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan baik atas konsumsi barang atau
jasa
b. Dalam pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menganut prinsip
tempat tujuan (destination principle).
3. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai atau yang dikenakan Pajak Pertambahan

Nilai adalah:
1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam
daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean
didalam daerah pabean
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
5. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud dan tidak berwujud dan ekspor Jasa
Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
4. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Surhatono dan Ilyas (2010: 15), menyatakan bahwa dalam Undang
Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009 menjelaskan bahwa
pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang
tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP,
kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP,
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK,03/2010, pengusaha kecil

adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan
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atau JKPdengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih

dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

6. Dasar Hukum Pajak

Dalam penjelasan Suhartono dan Ilyas (2010: 267), Pajak Pertambahan

Nilai sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2009 yang berlaku untuk mulai masa April 2010.

7. Perhitungan PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang KUP Nomor 42

Tahun 2009 adalah:

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas.

1. Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor.

2. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang
dimanfaatkan di luar Daerah Pabean.

3. Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan
oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor
Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas
petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean, dikenai Pajak Pertambahan
Nilai dengan tarif 0% (nol persen).

c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling
rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang

perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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6. Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT)
a. Pengertian E-SPT

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh wajib
Pajak Badan untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak baik untuk melapor
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPnBM) yang terhutang.

Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau
pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan
kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

Kewajiban melapor SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya,
walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait
nihil (0). Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31)
bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan.

Kecuali dibawah kondisi tertentu seperti yang dijelaskan pada peraturan
Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah
pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal
melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat
1).

Sedangkan pengertian E-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan
beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara
elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk
membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak
yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi E-SPT yang diberikan secara

cuma-cuma oleh Dirjen Pajak supaya wajib pajak dapat merekam, memelihara

dan mengenerate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

b.

Keunggulan E-SPT

Menurut Pandiangan (2008:36) menyatakan bahwa keunggulan E-SPT adalah:

. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.

. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem

komputer.

. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, tidak adanya formulir

lampiran yang dilewatkan, karena penomoran formulir yang pre-numbered

dengan menggunakan sistem komputer.

. Penggunaan kertas lebih efesien karena hanya mencetak SPT induk.

. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di KPP karena

wajib pajak lebih menyampaikan datanya secara elektronik.

. Jenis E-SPT

Jenis ESPT yang digunakan ada 3 jenis (sumber:www.pajak.go.id)

. E-SPT Masa PPh

Aplikasi ini merupakan aplikasi E-SPT Masa PPh yang dibuat oleh

Direktorat Jenderal Pajak. Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib

Pajak Badan. Bendaharawan dan Pemotong/Pemungut sesuai dengan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2008.

2.

E-SPT Tahunan PPh

Aplikasi ini merupakan aplikasi E-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang

dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Digunakan oleh wajib pajak orang pribadi
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yang menggunakan formulir 1770 dan 1770S untuk pelaporan SPT Tahunan tahun

pajak mulai tahun 2015.

3. E-SPT Masa PPN

Aplikasi ini adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu
wajib pajak dalam pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Prosedur Penyampaian E-SPT

Prosedur penyampaian E-SPT berdasarkan PER06/PJ/2009 adalah sebagai
berikut:

1. Wajib pajak melakukan istalasi aplikasi E-SPT pada sistem komputer yang
digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.

2. Wajib pajak menggunakan aplikasi E-SPT untuk merekam data-data
perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:

3. Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang
dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos,Nama KPP,
Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor
Awal Bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang Digunakan:

a. Bukti Pemotong/Pemungutan PPh.
b. Faktur Pajak.
c. Data Perpajakan yang terkandung dalam SPT.
d. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, Tanggal
Setoran, NTPN, Kode Akun/KJS, dan Jumlah Pembayaran Pajak.
4. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan

sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib
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pajak ke dalam aplikasi E-SPT dengan mengacu kepada format data yang
sesuai dengan aplikasi E-SPT.

5. Wajib Pajak Mencetak Bukti Pemotong/Pemungutan dengan menggunakan
aplikasi E-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut.

6. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN
dan/ atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi E-SPT.

7. Wajib pajak menandatangani formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT
Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi E-SPT.

8. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi E-SPT
dan tersimpan dalam media elektronik.

5. Pembetulan E-SPT
Berdasarkan PER 06/PJ/2009 cara pembetulan E-SPT adalah:

1. Penbetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (E-SPT),
wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (E-SPT).

2. Pembetulan atas SPT yang salah disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy),
dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (E-SPT) atau dalam bentuk
kertas (hardcopy).

7. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh James alley kepatuhan pajak
adalah subjek yang di kompleks dengan implikasi yang luas dan yang
mempengaruhi kepatuhan tersebut ada dua pendekatan yaitu ekonomi dan prilaku.

Pendekatan ekonomi biasanya dilihat dari sisi hukuman dan saksi-saksi yang

diberikan. Sedangkan perilaku dapat berdasarkan faktor kesadaran dan faktor

lingkungan.
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1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
Pengertian Kepatuhan Perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan

No.544/KMK.04/2000, yaitu:

“Kepatuahan Perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan peraturan pelakanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”

2. Kiriteria Kepatuahan Wajib Pajak

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.
544/KMK.04/2000 dalam Rahayu (2010:139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib

Pajak adalah:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua
jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal
terdapat Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan
yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang teruta
ng paling banyak 5%.

e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh
akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat

dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
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3. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak
Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:138) adalah:

a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
perpajakan.

b. Kepatuhan meterial adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara
substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan meterian perpajakan yang
sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuahan material juga meliputi
kepatuhan formal.

4. Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Perpajakan
Adapun pentingnya kepatuhan perpajakan menurut Rahayu (2010:140)

disebutkan bahwa:

“Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik
bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak
patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan
penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada
akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan
berkurang”.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara.

b. Pelayanan pada wajib pajak.

c. Penegakan hukum perpajakan.

d. Pemeriksaan pajak.

e. Tarif pajak.
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Keuntugan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus

maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. Nama Judul penelitian Hasil penelitian
peneliti
1. Hapsari Analisis Penerapan E- | Bahwa penerapan E-SPT Masa

(2014) SPT PPN Terhadap PPN berpengaruh positif
Kepatuhan Wajib signifika terhadap kepatuhan
Pajak. wajib pajak dan untuk
koefisien determinasi dari hasil
perhitungan diperoleh 41,7%,
sehingga dapat diambil
kesimpulan bahwa kontribusi
sistem komputerisasi pajak
dengan program E-SPT
terhadap kepatuhan wajib
pajak sebesar 41,7%,
sedangkan sisanya yaitu
sebesar 58,3% dipengaruhi

oleh faktor lain.
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Handayani | Pengaruh Efektivitas | Efektivitas penerapan E-SPT
dan E-SPT Masa PPN Masa PPN berpengaruh positif
Supadmi pada Kepatuhan dan signifikasi pada kepatuhan
(2013) Wajib Pajak Badan di | Wajib Pajak Badan di KPP
KPP Pratama Denpasar Barat dalam
Denpasar Barat melaporkan SPT Masa PPN.
Hal ini dapat dilihat dari nilai
koefisien regresi(X)= 3,561
dengan tanda positif dan
signifikansit hitung sebesar
0,000 -< x/2, maka HO ditolak
dan H1 diterima.
Tumuli, Analisis Penerapan E- | Hasil penelitian menunjukan
Sondakh, SPT Dan E-Filing bahwa Penerapan E-SPT dan e-
Wokas Dalam Upaya Filing di KPP Pratama Manado
(2016) Peningkatan mengalami peningkatan jumlah
Kepatuhan Wajib pengguna tiap tahunnya,

Pajak (Studi Kasus Di
Kantor Pelayanan
Pajak Pratama

Manado)

Kepatuhan wajib pajak yaitu
ketepatan waktu melapor pajak
menggunakan eSPT dan e-
Filing pun mengalami
peningkatan dari tahun 2013
dengan tahun pajak 2012

sampai tahun 2015 dengan
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tahun pajak 2014, dan
kepatuhan wajib pajak sebelum
dan sesudah penerapan e-Filing
meningkat setiap tahunnya,
sehingga dapat disimpulkan
penerapan E-SPT dan e-Filing
berhasil meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dalam
menyanpaikan SPT Tahunan di

KPP Pratama Manado.

D.M.
Mahyudin

(2015)

Analisis Kepatuhan
Wajib Pajak Dengan
Diterapkannya
Program E-SPT
Dalam Melaporkan
Spt Masa Ppn Pada

Kpp Pratama Bitung

Hasil penelitian menunjukan
terdapat perbedaan atau
hubungan yang signifikan
antara kepatuhan wajib pajak
sebelum dan sesudah
penerapan E-SPT, yaitu
penggunaan SPT Manual lebih
dominan dibandingkan
program E-SPT. Pimpinan
Direktorat Jendral Pajak
beserta kantor wilayahnya
sebaiknya dapat meningkatkan
kinerja, diantaranya dengan

memberikan penyuluhan
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mengenai pentingnya
membayar pajak tepat waktu,
serta memberikan layanan
terbaiknya khusus bagi para

wajib pajak.

5. | Zuhdi, Pengaruh Penerapan
Topowijono | E-SPT dan

dan Azizah | Pengetahuan

(2015) Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak (Studi Pada
Pengusaha Kena Pajak
yang terdaftar di KPP

Pratama Singosari)

Hasil dari uji simultan
menunjukkan bahwa penerapan
E-SPT dan pengetahuan
perpajakan berpengaruh
signifikasi terhadap kepatuhan
wajib pajak. Pada uji parsial
diperoleh hasil penerapan E-
SPT dan pengetahuan
perpajakan berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu bentuk kerangka berfikir yang dapat

digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Kerangka

konseptual ini biasanya menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan

hubungan antar variabel dan proses analisisnya. Berdasarkan teori dan rumusan

masalah penelitian dapat dilihat gambaran dalam penelitian ini sebagai berikut:
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Syarat mutlak menuju kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan
peran serta seluruh masyarakat melalui pembayaran pajak. Karena sebagian
besar pembiayaan pembangunan suatu negara dibiayai oleh sektor pajak.
Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan melalui penerimaan pajak
memerlukan perbaikan pelayanan pajak secara menyeluruh. Usaha tersebut
harus didukung oleh sistem yang dapat meningkatkan produktivitas dengan tetap
mengedepankan efisiensi. Dengan berkembangnya sistem teknologi dan
informasi maka lahirlah reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan
dapat meningkatkan pelayanan optimal untuk mendorong kesadaran akan
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu
bagian dari proses reformasi administrasi perpajakan adalah adanya program E-
SPT dalam penyampaian SPT secara elektronik.

E-SPT merupakan program aplikasi yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak dalam bentuk elektronik agar memberikan kemudahan dan
kenyamanan wajib pajak sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Aplikasi E-SPT
disediakan oleh DJP disesuaikan dengan jenis pajak yang wajib dilaporkan oleh
para wajib pajak. Jenis pelaporan pajak yang menggunakan aplikasi E-SPT
adalah SPT PPh pasal 22, pasal 21, pasal 23, Pasal 4 ayat 2, SPT Tahunan Orang
Pribadi dan SPT Tahunan Badan serta SPT PPN.

Aplikasi E-SPT Masa PPN dinilai lebih efektif dalam menangani masalah
penyampaian SPT masa PPN yaitu khususnya wajib pajak badan yang terdaftar
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melaporkan semua transaksi

termasuk faktur pajaknya baik sebagai pajak masukan maupun pajak keluaran
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berikut dengan SPT setiap bulannya. Penerapan program E-SPT Masa PPN ini
mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak Badan dalam melaporkan SPT Masa
PPNnya agar lebih baik lagi.

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai

berikut:

Pelaporan SPT Masa

e - SPT

\ 4
Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak

l

PT. Telkom Indonesia (Persero)
Tbk. Kantor Witel Medan

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Konseptual



BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penlitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Sugiyono (2015: 2) menyatakan
bahwa :

“Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk
mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan,
dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk
memahami, memecahkan, dan mengantisispasi masalah”.

Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian
merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penelitian.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian
deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha unutk menuturkan pemecahan
masalah yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada dengan menyajikan,
menganalisis, dan menginterpretasi data yang diperoleh (Sugiyono, 2016:56).
Melalui penelitian deskriptif ini peneliti akan memaparkan yang sebenarnya
terjadi mengenai keadaan sekarang ini mengenai penerapan E-SPT terhadap
tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor

Witel Medan.
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B. Tempat dan waktu Penelitian

Tempat Penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh

data penelitian. Penelitian dilaksanakan di PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Witel Medan J1. HM Yamin No. 13 Medan.

Waktu penelitian adalah waktu yang telah ditentukan dalam membuat
penelitian sampai sidang meja hijau. Penelitian ini mulai melaksanakan pada

bulan januari 2020 sampai dengan selesai. Adapun waktu penelitian sebagai

berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No. Aktivitas Bulan / Tahun
Januari | Februari Maret
2020 2020 2020
1.| Pengajuan Judul
Tugas Akhir
2.| Penyusunan Tugas
Akhir
3.| Bimbingan Tugas
Akhir
4.| Perbaikan Tugas
Akhir
5.| Sidang Meja Hijau
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Aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang

bagaimana cara mengukur variabel. Operasional variabel merupakan informasi

ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin melakukan penelitian

dengan menggunakan variabel yang sama karena berdasarkan informasi itu, ia

akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel

yang dibangun.

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:
Tabel 3.2 Definisi Operasional
Jenis
Definisi Indikator
Variabel
Program aplikasi yang disediakan oleh | Tingkat
Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk | penggunaan E-SPT
E-SPT
elektronik agar memberikan kemudahan dan | tahun 2015-2019
(Variabel
kenyamanan wajib pajak sehingga diharapkan
Bebas)
mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi | Tingkat kepatuhan
Kepatuhan | semua kewajiban dan melakukan hak | (ketepatan melapor
(Variabel | perpajakannya selaku wajib pajak, kepatuhan | pajak) tahun 2015-
Terikat) | diawali dengan adanya kesadaran wajib pajak | 2019

mengenai kewajiban dalam hal perpajakan.
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D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data
1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:117) definisi populasi adalah:

“..wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar
jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi
seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subyek tersebut.
Yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian penelitian ini ialah Wajib Pajak
badan yang terdaftar pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel
Medan.

2. Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2016:116), sampel adalah: “... bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Dalam mengambil sampel sebuah penelitian, dibutuhkan adanya suatu
teknik yang harus digunakan oleh setiap peneliti. Terkait dengan hal ini, Sugiyono
(2016:82) berpendapat bahwa teknik sampling pada dasarnya dikelompokan
menjadi dua, yaitu Probability Sampling dan Non-Probability Sampling
a. Probability Sampling

Probability  Sampling adalah teknik  pengambilan sampel yang
memberikan peluang yang sama bagi setiap unsure (anggota) populasi untuk
dipilih menjadi anggota sampel.

b. Non Probability Sampling
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Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak
memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap umur atau anggota
populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Teknik pengumpulan sampel yang akan dilakukan oleh penelitian
ini menggunakan Purposive sampling, menurut Sugiyono (2016:85) :

“Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu.”

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah
teknik Purposive sampling hal ini dilakukan karena tidak semua sampel memiliki
kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang
dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh
penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria yang
dijadikan sampel dalam penelitian ini ialah Wajib Pajak Badan yang terdaftar
pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan pada tahun 2015-
2019.

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif.
Metode data kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek
pemahaman secara mendalam mengenai suatu permasalahan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

a) Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian
langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian
guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian, misalnya

data hasil wawancara atau observasi.
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1) Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara. Sumber data dalam penelitian ini diterima
langsung dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada pada PT.
Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan. Adapun data-data
yang diperoleh adalah jumlah wajib pajak badan yang terdaftar, jumlah WP
yang menggunakan E-SPT dan SPT manual, serta data ketepatan waktu lapor
WP tahun 2015-2019 di PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel

Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah tehnik atau cara-cara yang dapat
digunakan untuk meneliti pengumpulan data teknik dalam menunjuk sesuatu kata
yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat
penggunaanya melalui wawancara, pengamatan/observasi, dokumentasi, dan lain-
lain. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
ialah:
1. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode dokumentasi. Arikunto (2010:135) mengemukakan bahwa dokumentasi
berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Data dikumpulkan
2) dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, formulir-

formulir, laporan-laporan mengenai objek penelitian yang berhubungan

dengan data yang diperlukan. Hal ini memperoleh data jumlah wajib pajak
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badan yang terdaftar, jumlah WP yang menggunakan E-SPT dan SPT

manual, serta data ketepatan waktu lapor WP tahun 2015-2019.
2. Metode Wawancara

Wawancara Peneliti melakukan suatu tanya jawab langsung kepada
informan yang dilakukan dengan maksud memperoleh informasi yang diperlukan
dalam penelitian ini untuk menambah pembahasan dalam penelitian terkait
pelaksanaan E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel

Medan tahun 2015-2019.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara menentukan data yang
akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian
mengelompokkannya, menginterprestasikan, dan menganalisis data serta
dibandingkan dengan teori-teori, kemudian diambil suatu kesimpulan dan
selanjutnya memberikan saran. Langkah-langkah dalam menganalisis data
penelitian ini sebagai berikut :

1) Meminta dan Mengumpulkan Data, dimana data yang dikumpulkan berupa
angka seperti jumlah wajib pajak badan yang terdaftar, jumlah WP yang
menggunakan E-SPT dan SPT manual, serta data ketepatan waktu lapor WP
tahun 2015-2019.

2) Menganalisis Data, dalam langkah ini penulis menganalisis data yang telah

diperoleh.



33

3) Mendeskripsikan Data, yaitu penulis dalam hal ini menggambarkan data yang
diperoleh, memberikan keterangan yang masuk akal dengan data yang ada,
serta menjelaskan hasil penelitian ini dengan menggunakan kalimat yang

berbentuk narasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum PT. Telkom Indonesia (Persero)
a. Sejarah Singkat Berdirinya Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Persero) biasa disebut Telkom
Indonesia atau Telkom saja adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta
penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia.Telkom
mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan
jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler
sebanyak 104 juta.

Telkom merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini dimiliki oleh
Pemerintah Indonesia (52,47%), dan 47,53% dimiliki oleh Publik, Bank of New
York, dan Investor dalam Negeri. Telkom juga menjadi pemegang saham
mayoritas di 13 anak perusahaan, termasuk PT Telekomunikasi Selular
(Telkomsel).

1) Era Colonial

Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan
pos dan telegraf.Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh pemerintah
Hindia Belanda kedalam jawatan Post Telegraaf Telefoon (PTT).Sebelumnya,
pada tanggal 23 Oktober 1856, dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf
elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan Bogor

(Buitenzorg). Pada tahun 2009 momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari
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lahir Telkom.

Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan
Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965, PN Postel
dipecahmenjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan
Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).

2) Perumtel

Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan
Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi
nasional maupun internasional. Tahun 1980 seluruh saham PT.

Indonesian Satellite Corporation Tbk (Indosat) diambil alih pemerintah RI
menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan jasa
telekomunikasi internasional, terpisah dari Perumtel. Pada tahun 1989, ditetapkan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, yang juga
mengatur peran swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

3) PT Telekomunikasi Indonesia (persero)

Pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 1991. Pada tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran Umum
Perdana saham Telkom. Sejak itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkandi
Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) (keduanya sekarang
bernama Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Saham London (LSE) dan Bursa
Saham New York (NYSE). Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan
di Bursa Saham Tokyo. Jumlah saham yang dilepas itu adalah 933 juta lembar

saham.
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Tahun 1999 ditetapkan Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang
Telekomunikasi. Tahun 2001 Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari PT
Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa
telekomunikasi di Indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan
bersama dan kepemilikan silang antara Telkom dan Indosat. Sejak bulan Agustus
2002 terjadi duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal.

4) PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk

Pada 23 Oktober 2009, Telkom meluncurkan “New Telkom” (Telkom Baru)
yang ditandai dengan penggantian identitas perusahaan, dan pada tahun 2009
momen pendirian sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf
dijadikan sebagai patokan hari lahir Telkom.

Pada tanggal 16 Agustus 2013 perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan
Indonesia, 17 Agustus 2013 memiliki arti khusus bagi PT Telekomunikasi
Indonesia, Tbk (Telkom), karena bersamaan dengan hari jadi tersebut Telkom
mempersembahkan tiga Mahakarya untuk Indonesia, yakni Telkomsel, Indonesian
Digital Network dan Internasional Expansion. Bertepatan dengan momen Hari
Kemerdekaan RI tersebut, Telkom mendeklarasikan penampilan baru logo
Telkom Indonesia tahun 2013 yang mencerminkan komitmen Telkom untuk
memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Perayaan tersebut dikemas
dalam sebuah event menarik bertajuk ‘“Mahakarya Telkom untuk Indonesia” yang
disiarkan secara langsung oleh RCTI, Jumat 16 Agustus 2013.Penampilan logo
baru tersebut mencakup perubahan logo secara menyeluruh dan berintegrasi
dengan empat aspek dasar perubahan, yaitu transformasi bisnis, infrastruktur,

sistem dan model operasi serta sumber daya manusia.
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Penyelenggara Telekomunikasi membutuhkan manajemen yang lebih
profesional, oleh sebab itu perlu menyesuaikan bentuk perusahaan.Untuk itu
berdasarkan peraturan pemerintah No.25 tahun 1991, maka bentuk perusahaan
umum (perum) dialihkan menjadi Perusahaan Persero (Persero). Bisnis Telkom
terbagi menjadi 12 unit operasi regional, yang dikenal dengan nama “witel”
dikontrol secara terpusat oleh kantor pusat Telkom Bandung, Jawa Barat.

Tiap witel mempunyai strukutur manajemen tersendiri yang bertanggung
jawab terhadap aspek bisnis Telkom dalam wilayah mereka, dari penyediaan jasa
telepon hingga kegiatan manajemen dan pengaman, meskipun bukan merupakan
perusahaan yang berorientasi kepada laba. Sebagai bagian restrukturisasi, kegiatan
bisnis perusahaan terbagi dalam 3 area utama, yaitu: bisnis utama, bisnis
sampingan dan jasa pendukung bisnis perusahaan.

Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan jasa sambungan lokal dan
sambungan lokal jarak jauh. Bisnis yang berhubungan termasuk jasa seluler
bergerak, saluran sewa telex, penyewaan satelit transponder, VSAT dan berbagi
jasa tambahan lainnya. Bisnis sampingan tersebut tidak dioperasikan oleh Telkom
secara langsung seluruhnya tetapi melalui kerja sama (Joint Venture), yaitu
Telkom mempunyai keuntungan langsung dan tidak langsung. Kemudian bisnis
seluler analog dioperasikan oleh Telkom dengan perjanjian pembagian
keuntungan bersama investor. Hal ini menjadi perhatian lebih bagi perusahaan
untuk mengubah penambahan bisnis sampingan kearah kerjasama.Perusahaan
juga merencanakan untuk mendelegasikan perusahaan luar (out source) untuk jasa
pendukung bisnis sebagai bagian dari restrukturisasi. PT Telkom Indonesia, Tbk

telah menghapus struktur wilayah usaha Telekomunikasi (WITEL) dan
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diresmikan 7 (tujuh) Divisi Regional. Divisi Regional mempunyai tanggung

jawab untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi di wilayahnya masing-

masing, sedangkan Divisi Network berkewajiban menyelenggarakan jasa

telekomunikasi jarak jauh dalam negeri. Melalui pengoperasian jaringan transmisi

jalur utama nasional. Ketujuh Divisi Regional itu adalah :

1. Divisi Regional I, Sumatera.

2. Divisi Regional II, Jakarta & sekitarnya.

3. Divisi Regional III, Jawa Barat.

4. Divisi Regional IV, Jawa Tengah & DIY.

5. Divisi Regional V, Jawa Timur.

6. Divisi Regional VI, Kalimantan.

7. Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia, meliputi Sulawesi, Bali,
Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.

b. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi PT Telkom Indonesia, Tbk, yaitu:

“To become a leading Telecommunication, Information, Media, Edutainment
and Services (TIMES) player in the region”, (Untuk menjadi perusahaan yang
unggul dalam penyelenggaraan Telekomunikasi, Informasi, Media, Edutainment
dan Service (TIMES) di kawasan regional).

2. Misi PT Telkom Indonesia, Tbk, yaitu:
a) Menyediakan layanan “more for less” TIMES, dan

b) Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.
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c.  Struktur Organisasi

Secara umum pengertian dari struktur organisasi adalah suatu susunan
pekerjaan dari masing — masing pekerjaan yang terdapat dalam suatu perusahaan,
mulai dari tingkat yang paling atas sampai dengan tingkat yang paling bawah,
yang tersusun sedemikian rupa dalam suatu perusahaan. Organisasi merupakan
hal yang paling penting dalam menentukan tujuan perusahaan, atas dasar kerja
sama yang mempunyai bentuk dan susunan yang jelas dalam merumuskan tugas
setiap unsur antara yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan kerja. Selain
itu juga untuk memperlancar dan mempermudah pimpinan untuk mengadakan
pengawasan terhadap tugasnya.

Agar tujuan organisasi tercapai dengan sebaik-baiknya maka dalam kerja
sama harus ada koordinasi yaitu kontak dan keselarasan diantara karyawan
maupun kegiatan-kegiatannya, sehingga semua berlangsung secara tertib dan
seirama dalam mencapai tujuan organisasi.

Adapun kegunaan dari pembagian tugas dalam sebuah organisasi adalah
sebagai berikut :

1) Untuk menghemat waktu, tenaga.
2) Mempermudah pelaksanaan kerja.
3) Mencegah adanya pemupukan pekerjaan dalam suatu bagian.

4) Mempermudah pengawasan oleh pihak atasan.
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Berikut merupakan struktur organisasi Finance Service PT.Telkom Divre |

Witel Sumut Barat :

N~ N~

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Finance Service
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2. Analisis Tingkat Penggunaan E-SPT Tahun 2015-2019

Tabel 4.1 Persentase Penggunaan E-SPT

Jumlah WP Terdaftar Jumlah Persentase
Tahun
Wajib SPT Tahunan Pengguna E-SPT | Penggunaan E-SPT
2015 96.507 3.675 3,8 %
2016 98.876 4.987 5,0 %
2017 104.809 6.098 5.8 %
2018 107.523 6.901 6,4 %
2019 109.245 7.489 6,9 %
Rata-rata Persentase Penggunaan E-SPT 5,9 %

Data pada tabel menunjukan bahwa pada tahun 2015 persentasi
penggunaan E-SPT sebesar 3,8% dan pada tahun 2016 presentasi penggunaan E-
SPT naik menjadi 5,0%. Di tahun selanjutnya, yaitu tahun 2017 persentasi
penggunaan E-SPT sebesar 5,8% dan terus naik pada tahun 2018 sebesar 6,4%.
Terakhir, pada tahun 2019 persentasi penggunaan E-SPT ialah 6,9% Berdasarkan
tabel tersebut, diketahui bahwa presentasi penggunaan E-SPT bertambah pada tiap
tahunnya. Adapun rata-rata persentasi penggunaan E-SPT dari tahun 2015 hingga

2019, yaitu sebesar 5,9%.
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3. Analisis Tingkat Penggunaan SPT Manual Tahun 2015-2019

Tabel 4.2 Persentase Penggunaan SPT Manual

Tahun | Jumlah WP Terdaftar Jumlah Pengguna Persentase Penggunaan
Wajib SPT Tahunan SPT Manual SPT Manual

2015 96.507 62.134 64,38 %
2016 98.876 65.605 66,35 %
2017 104.809 66.432 63,38 %
2018 107.523 65.865 61,25 %
2019 109.245 63.094 57,75 %

Rata-rata Persentase Penggunaan SPT Manual 62,21 %

Data pada tabel menunjukan bahwa pada tahun 2015 persentasi

penggunaan SPT Manual sebesar 64,38%. Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun

2016 mengalami kenaikan persentasi penggunaan SPT Manual menjadi 66,35%.

Namun, pada tahun 2017 persentasi penggunaan SPT Manual menurun menjadi

63,38%. Pada tahun 2018 dan 2019 persentasi penggunaan semakin menurun

menjadi 61,25% dan 57,75%. Berdasarkan wawancara dengan pihak PT.Telkom

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Witel Medan, hal ini disebabkan karena beberapa

WP sudah beralih menggunakan E-SPT. Rata-rata persentasi penggunaan SPT

dari tahun 2015 hingga 2019 ialah sebesar 62,21%.
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4. Analisis Tingkat Kepatuhan WP Melapor SPT Tahunan Menggunakan

E-SPT Tahun 2015-2019

Tabel 4.3 Persentase Tingkat Kepatuhan WP Menggunakan E-SPT

Pengguna E- WP Lapor Persentase Tingkat
Jumlah
SPT Tepat Waktu Kepatuhan WP
Tahun | Pengguna
WP WP WP
E-SPT WPOP WPOP WPOP
Badan Badan Badan
2015 3.675 134 3.541 57 1.052 | 42,53% | 29,71%
2016 4.987 197 4.987 102 2.764 | 51,78% | 55,42%
2017 6.098 224 5.874 167 4.075 | 74,55% | 69,37%
2018 6.901 283 6.618 246 5.597 | 86,93% | 84,57%
2019 7.489 325 7.165 298 6.775 | 91,69% | 94,56%
Rata rata Persentase Tingkat Kepatuhan WP 69,50% | 66,73%

Data pada tabel menunjukan bahwa pada tahun 2015 persentasi kepatuhan

pengguna E-SPT sebesar 42,53% untuk WP Badan dan 29,71% untuk WPOP.

Pada tahun 2016 persentasi Kepatuhan pengguna E-SPT sebesar 51,78% untuk

WP Badan dan 55,42% untuk WPOP. Kemudian, pada tahun 2017 persentasi

Kepatuhan pengguna E-SPT sebesar 74,55% untuk WP Badan dan 69,37% untuk

WPOP. Di tahun berikutnya, yaitu tahun 2018 persentasi Kepatuhan pengguna E-

SPT sebesar 86,93% untuk WP Badan dan 84,57% untuk WPOP. Dan pada tahun

2019 persentasi Kepatuhan pengguna E-SPT sebesar 91,69% untuk WP Badan

dan 94,56% untuk WPOP. Adapun rata-rata persentasi tingkat kepatuhan wajib

pajak pengguna E-SPT sebesar 69,50% untuk WP Badan dan 66,73% untuk
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WPOP. Pada tabel di atas, diketahui bahwa persentasi Kepatuhan pengguna E-

SPT mengalami peningkatan setiap tahunnya.

5. Analisis Tingkat Kepatuhan WP Melapor SPT Tahunan Menggunakan

SPT Manual Tahun 2015-2019

Tabel 4.4 Persentase Tingkat Kepatuhan WP Menggunakan SPT Manual

Jumlah | Pengguna SPT WP Lapor Persentase Tingkat
Pengguna Manual Tepat Waktu Kepatuhan WP
Tahun
SPT WP WP WP
WPOP WPOP WPOP
Manual | Badan Badan Badan

2015 62.134 7.582 | 54.552 | 4987 | 43.035 | 65,77% | 78,89%
2016 65.605 7.695 | 57.910 | 4.057 | 42.088 | 52,72% | 72,68%
2017 66.432 7.777 | 58.655 | 3.986 | 42.575 | 51,25% | 72,58%
2018 65.865 7.651 | 58.214 | 3.649 | 24.786 | 47,70% | 42,58%
2019 63.094 6.496 | 56.598 | 3.074 | 13.684 | 47,32% | 24,18%
Rata rata Persentase Tingkat Kepatuhan WP 59.95% | 58,18%

Data pada tabel menunjukan bahwa pada tahun 2015 persentasi kepatuhan

pengguna SPT manual sebesar 65,77% untuk WP Badan dan 78.89% untuk

WPOP. Pada tahun 2016 persentasi Kepatuhan pengguna E-SPT sebesar 52,72%

untuk WP Badan dan 72,68% untuk WPOP. Kemudian, pada tahun 2017

persentasi Kepatuhan pengguna E-SPT sebesar 51,25% untuk WP Badan dan

72,58% untuk WPOP. Di tahun berikutnya, yaitu tahun 2018 persentasi

Kepatuhan pengguna E-SPT sebesar 47,70% untuk WP Badan dan 42,58% untuk
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WPOP. Dan pada tahun 2019 persentasi Kepatuhan pengguna E-SPT sebesar
47,32% untuk WP Badan dan 24,18% untuk WPOP. Adapun rata-rata persentasi
tingkat kepatuhan wajib pajak pengguna E-SPT sebesar 59,95% untuk WP Badan
dan 58,18% untuk WPOP. Pada tabel di atas, diketahui bahwa persentasi
Kepatuhan pengguna E-SPT mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun

2019.

B. Pembahasan
1. Pelaksanaan E-SPT dan Tingkat Kepatuhan WP pada PT Telkom
Indonesia (Persero)

Pelaksanaan E-SPT pada Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel
pada tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat dalam aspek pengguna, untuk jumlah
wajib pajak yang menggunakan aplikasi E-SPT ini, persentasi penggunaannya
mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian,
diketahui bahwa pada tahun 2015 persentase WP yang menggunakan E-SPT
sebesar 3,8% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 6,9%.
Artinya, penerapan E-SPT pada Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel
pada tahun 2015 hingga 2019 berdampak positif ke depannya untuk meningkatkan
jumlah Wajib Pajak yang akan melapor pajak menggunakan aplikasi E-SPT.

Kemudian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada PT. Telkom
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan ditinjau dari aspek ketepatan waktu
melapor pajak menggunakan E-SPT mendapatkan hasil yang baik karena jumlah
Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan dari

tahun 2015 hingga tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,
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diketahui bahwa pada tahun 2015 persentase kepatuhan wajib pajak yang
menggunakan E-SPT sebesar 42,53% untuk WP badan serta 29,71% untuk WPOP
dan semakin meningkat di tahun-tahun selanjutnya. Hingga pada tahun 2019
diketahui persentase kepatuhan wajib pajak yang menggunakan E-SPT sebesar
91,69 % untuk WP badan serta 94,56 % WPOP. Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat ketepatan waktu WP badan maupun WPOP dalam melaporkan pajak
semakin meningkat di setiap tahunnya. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan wajib
pajak dengan adanya pelaporan surat pemberitahuan E-SPT semakin meningkat
dari tahun 2015 hingga tahun 2019.
2. Keterkaitan Pelaksanaan E-SPT terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak
Adapun keterkaitan pelaksanaan E-SPT terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan ditinjau
dari perbandingan persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan
menggunakan E-SPT dan persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak
menggunakan SPT manual. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa
persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak menggunakan E-SPT mengalami
peningkatan di setiap tahunnya. Sedangkan, persentase tingkat kepatuhan wajib
pajak menggunakan SPT manual mengalami penurunan dari tahun ke tahun
berikutnya. Penerapan program E-SPT Masa PPN mendorong tingkat kepatuhan
wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Masa PPNnya agar lebih baik lagi.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan E-SPT
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya E-SPT,

tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan
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menggunakan SPT manual. Hal ini dikarenakan sistem aplikasi E-SPT dapat
dilakukan dengan mudah, cepat dan aman. Karena lampirannya dalam bentuk
media (CD atau Disket), maka datanya dapat terorganisasi dengan baik. Di
samping itu, sistem aplikasi E-SPT memiliki kelebihan yang tidak dimiliki
pelaporan sistem manual, yaitu dapat mengorganisasi data perpajakan perusahaan
dengan baik dan sistematis, perhitungannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat
karena menggunakan sistem komputer. Kelebihan lain dari sistem aplikasi E-SPT
ini dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membuat laporan pajak,
dan wajib pajak dapat secara langsung melakukan koreksi pada SPT induk
maupun lampiran SPT bila terdapat kesalahan pemasukan data karena sistem

aplikasi E-SPT memiliki fasilitas Checking (Mahyudin, 2015).



A.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah

dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian sebagai berikut :

Y

2)

3)

Pelaksanaan E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel
Medan dalam kurun waktu 5 tahun, terhitung dari tahun 2015 hingga tahun
2019 berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
tingkat pengguna E-SPT mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan menggunakan E-SPT pada
PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan tahun 2015 hingga
tahun 2019 mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa ketepatan waktu melapor pajak menggunakan E-SPT terus meningkat
setiap tahunnya.

Pelaksanaan E-SPT berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Dengan adanya E-SPT, kepatuhan wajib pajak pada PT. Telkom Indonesia
(Persero) Tbk. Kantor Witel Medan mengalami peningkatan dari tahun 2015

hingga tahun 2019 jika dibandingkan dengan penggunaan SPT manual.

48
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B. Saran
Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran-saran yang
penulis dapat diberikan adalah :

1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain dalam
penelitian, mengingat adanya faktor lain yang mempengaruhi model
penelitian ini.

2) Dengan adanya penerapan program E-SPT dalam melaporkan SPT Masa
PPN, maka diharapkan kinerja dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaporan
SPT untuk dapat meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi ke depan, salah
satunya dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai pentingnya
membayar pajak tepat waktu. Serta memberikan layanan terbaiknya khusus

bagi Wajib Pajak.
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